Menimbang

Mengingat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1980
TENTANG
JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan
unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan
kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai Tujuan Nasona berdasarakan
Pancasila, seperti termaktub di ddam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945;

bahwa jdan mempunya peranan penting terutama yang menyangkut
perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil
pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasona dalam
rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasiond;

bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, Pemerintah
mempunyai hak dan kewgjiban membinajaan;

bahwa untuk menjamin tersdenggaranya peranan jaan serta pembinaannya
secara konsepsiona dan menyeluruh, perlu adanya Undang-undang untuk
mengatur hd ikhwal jaan;

Pasd 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas
Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961
Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jdlan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2742);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037),
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESA

MEMUTUSKAN:

Menetgpkan - UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a Negaraadaah Negara Republik Indonesia;

b. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presden
beserta semua pembantunya;

Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pembinaan jalan;

Pemerintah Daerah adalah Kepaa Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Jalan addlah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk gpapun mdiputi segala bagian jalan
termasuk bangunan peengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lau-lintas;

f.  Jdan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi ldu-lintas umum;

0. Jaan Khususadaah jaan sslain daripada yang termasuk dalam huruf f;
h
[
J
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Jalan Tol addah jalan umum yang kepada para pemekainya dikenakan kewgjiban membayar tol;
Tol adalah sgumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol;

Pembinaan jalan adalah kegiatan penanganan jaringan jalan yang meliputi penentuan sasaran dan
pewujudan sasaran.

BAB |1
JARINGAN JALAN
Bagian Pertama
Peranan Jdan

Pasal 2

(1) Jdan mempunyal peranan penting dadam bidang ekonomi, politik, sosal budaya dan
pertahanan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Jdan mempunya peranan untuk mendorong pengembangan semua Satuan Wilayah
Pengembangan, dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin
merata.

(3) Jdan merupakan suatu kesatuan Stem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan
pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam
satu hubungan hirarki.
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Pasal 3
(1) Sigtem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribus untuk pengembangan semua
wilayah di tingkat nasional dengan semua smpul jasa digtribug yang kemudian berwujud kota,
membentuk sstem jaringan jaan primer;

(2) Sigtem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribus untuk masyarakat di ddam kota
membentuk sstem jaringan jalan sekunder.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengelompokan Jalan Menurut Peranan

Pasal 4

(2) Jdan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata
tinggi, dan jumlah.jalan masuk dibatas secara efisen disebut Jalan Arteri.

(2) Jdan yang mdayani angkutan pengumpularn/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang,
kecepatan rata-rata sedang, dan jumiah jalan masuk dibatas disebut Jalan Kolektor.

(3) Jdan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-
ratarendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatad, disebut Jalan Lokdl.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB Il
BAGIAN - BAGIAN JALAN

Pasal 5

(1) Bagian-bagian jaan meliputi Dagrah Manfaast Jdan, Daerah Milik Jdan, dan Daerah
Pengawasan Jdan.

(2) Daerah Manfaat Jalan mdiputi badan jaan, saluran tepi jdan, dan ambang pengamannya.

(3) Daerah Milik Jdlan meliputi Daerah Manfaat Jdan dan sgaur tanah tertentu, di luar Daerah
Manfaat Jdlan.

(4) Daerah Pengawasan Jdan merupakan sgjalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan yang ada
di bawah pengawasan pembina jaan.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
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diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG

Pasal 6

(1) Hak Penguasaan atas jdan ada pada Negara.
(2) Hak menguasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi wewenang kepada
Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan jalan.

Pasal 7

(1) Wewenang Pemerintah sebagaimana dimeksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilimpahkan dan
atau diserahkan kepadainstans - instans Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Badan Hukum atau
Perorangan, dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum.

(3) Syarat-syarat dan cara-cara peimpahan dan atau penyerahan sebagaimana dimeksud dalam
aya (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BABV
WEWENANG PEMBINAAN JALAN

Bagian Pertama
Pengelompokan Jalan Menurut Wewenang Pembinaan

Pasal 8
(1) Jdan Umum yang pembinaannya dilakukan olen Menteri dikelompokkan dalam Jalan Nasional.

(2) Jdan Umum yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam
Jdlan Daerah.

(3) Jdan Khusus yang pembinaannya tidak dilakukan oleh sebagaimana dimeksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) disebut sesual dengan :
-Ingtang,
-Badan Hukum,
-Perorangan,
yang bersangkutan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kedua
Wewenang Penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang Rencana Jangka Menengah, Program,
Pengadaan, dan Pemdliharaan

Pasal 9

(1) Pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 6 ayat (2) meliputi penyusunan rencana
umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah, penyusunan program,
pengadaan, dan pemdiharaan.

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan teknik, pembangunan,
penerimaan, penyerahan, dan pengambilalihan.

Pasal 10

(1) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang jaringan jalan primer, ada pada
Pemerintah.

(2) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang jaringan jalan sekunder, diserahkan
kepada Pemerintah Daerah atau dilimpahkan kepada Pejabat atau Indans di Pusat atau di
Daerah.

(3) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang Jalan Khusus dapat diserahkan kepada :
-Pemerintah Daerah,
-Badan Hukum,
-Perorangan, atau dilimpahkan kepada Pgjabat atau Ingdans di Pusat atau di Daerah.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Wewenang penyusunan rencana jangka menengah dan program pewujudan jaringan Jdan
Arteri, Jdan Kolektor, dan Jdan Lokal padajaringan jalan primer ada pada Pemerintah.

(2) Wewenang penyusunan rencana jangka menengah dan program pewujudan Jaan Arteri, Jdan
Kolektor, dan Jalan Lokd pada jaringan jaan sekunder diserahkan kepada Pemerintah Daerah
atau dilimpahkan kepada Pgjabat atau Instand di Pusat atau di Daerah.

(3) Wewenang penyusunan rencana jangka menengah dan program perujudan Jalan Khusus dapat
diserahkan kepada
-Pemerintah Daerah,
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